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“Pengelolaan 
utang dilakukan 
dengan terbuka 
dan transparan, 
mengingat terdapat 
fungsi pengawasan 
dan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh 
Badan Pemeriksa 
Keuangan.

  PENGADAAN VAKSIN  

Impor Capai 
66,29 Juta 

Dosis
Bisnis, JAKARTA — Indonesia telah meng-

impor sebanyak 66,29 juta dosis vaksin 
sepanjang tahun berjalan untuk memenuhi 
besarnya kebutuhan vaksinasi.

Adapun importasi dilakukan oleh tiga pihak, 
yakni Bio Farma, Kementerian Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta 
Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kementerian Kesehatan.

“Itu data per 26 April 2021, jadi sepan-
jang tahun ini,” kata Direktur Kepabeanan 
Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea 
Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat 
kepada Bisnis, Selasa (27/4).

Kemenko Marves tercatat hanya melaku-
kan importasi sebanyak 1.900 dosis vaksin 
Sinopharm, sedangkan Dit. Tata Kelola Obat 
Publik dan Perbekalan Kemenkes sebanyak 
4,98 juta dosis Astra Zeneca.

Adapun sisanya diimpor oleh Bio Farma. 
Jenis vaksin yang diimpor oleh perusahaan 
tersebut adalah Sinovac. “Impor Kemenko 
Marves memang jumlahnya sangat sedikit,” 
ujar Syarif.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi 
insentif bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor (PDRI) untuk impor vaksin serta 
alat kesehatan terkait dengan penanganan 
Covid-19 hingga pekan ketiga April 2021 
mencapai Rp1,56 triliun.

Dana yang digunakan untuk pembebas-
an bea masuk serta PDRI impor vaksin 
senilai Rp1,13 triliun. Insentif pembebasan 
bea masuk dan PDRI tersebut mengacu 
pada Peraturan Menteri Keuangan No. 
188/2020.

“Rp1,13 triliun dinikmati untuk pembebasan 
bea masuk dan PDRI untuk impor vaksin 
di Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati. (Tegar Arief)

  TATA KELOLA ANGGARAN  

RASIO UTANG MENGGELEMBUNG
Bisnis, JAKARTA — Rasio utang terhadap produk domestik bruto kian menggelembung dan berada di atas proyeksi pemerintah. 
Penggelembungan ini terjadi menyusul besarnya kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembiayaan tanpa diimbangi dengan 

kinerja penerimaan yang memuaskan.

Tegar Arief

tegar.arief@bisnis.com

B
erdasarkan data Ke-
menterian Keuangan, 
posisi rasio utang pe-
merintah per akhir 
Maret 2021 telah 
mencapai 41,64% 

dari produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih tinggi diban-

dingkan dengan target pemerintah 
yang tertuang di dalam laporan 
Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & 
Fiskal Edisi I 2021 yakni sebesar 
41,05% terhadap PDB.

Kepala Pusat Kebijakan APBN 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 
Kementerian Keuangan Ubaidi 
Socheh mengatakan pada da-
sarnya peningkatan rasio utang 
merupakan implikasi dari adanya 
pelebaran defi sit dalam rangka 
mendukung kebijakan countercyc-
lical untuk penanganan Covid-19 
dan akselerasi recovery.

Respons defi sit fi skal Indonesia, 
menurutnya, relatif moderat diban-
dingkan dengan yang dilakukan 
oleh negara-negara lain.

Namun demikian, respons pe-
merintah ini mampu memberikan 
daya dorong  bagi ekonomi yang 
cukup besar yang tecermin dari 
kontraksi ekonomi tidak sedalam 
negara-negara lain.

“Ke depan, pemberian stimulus 
dan defi sit fi skal tetap perlu di-
kendalikan untuk tetap menjaga 
tingkat utang yang aman dan 
fi skal yang tetap sehat,” kata dia 
kepada Bisnis, Selasa (27/4).

Dia menambahkan, arah kebi-
jakan pengelolaan utang dilakukan 
dalam tiga koridor.

Pertama fl eksibel dengan ke-
hati-hatian, yaitu fleksibilitas 
pembiayaan utang sebagai in-
strumen countercyclical, dengan 
tetap menjaga rasio utang dalam 
batas manageable.

Kedua efi siensi biaya utang, yaitu 
melalui pendalaman pasar yang 
dilakukan dengan memperluas 
basis investor, dan mendorong 
penerbitan obligasi atau sukuk 
oleh pemerintah daerah.

“Ketiga, keseimbangan, yaitu 
menjaga komposisi portofolio op-
timal untuk menjaga stabilitas 
makro,” kata dia.

Realisasi angka rasio utang terha-
dap PDB tersebut memang masih 
berada di bawah batas maksimal 
yang diatur dalam UU No. 17/2003 
tentang Keuangan Negara, yakni 
sebesar 60% dari PDB.

Akan tetapi, pemerintah perlu 
mewaspadai membengkaknya 

rasio utang terhadap PDB pada 
tahun ini.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko kementerian Keuangan 
Luky Alfi rman mengatakan strategi 
pemerintah dalam mengelola utang 
selalu dilakukan secara prudent, 
fl eksibel, dan terukur.

“Dengan prinsip tersebut, rasio 
utang diharapkan dapat terkendali 
di bawah batas 60% dari PDB,” 
kata dia. 

Luky menambahkan, dalam 
mengendalikan utang, pemerin-
tah selalu mengembangkan dan 
menggali sumber pembiayaan 
yang inovatif dan kreatif untuk 
mengurangi beban anggaran dan 
memberikan value for money un-
tuk APBN.

Ekonom Institute for Develop-
ment of Economics and Finance 
(Indef) Bhima Yudhistira Adhine-
gara mengatakan pemerintah perlu 
menyiapkan strategi untuk meng-
akomodasi tingginya rasio utang 
yang mendekati batas maksimal 
yakni 60% dari PDB.

Menurutnya, dengan asumsi 
pelebaran defi sit yang masih cukup 
menganga, kisaran rasio utang 
pada tahun ini bisa mencapai 
50%—55% terhadap PDB.

“Asumsinya pelebaran defisit 
masih terjadi, penerimaan negara 
masih rendah, ditambah faktor 
pembagi PDB pertumbuhannya 
belum bisa ke 5% tahun ini,” 
kata dia.

Pengajar Ekonomi Universitas 

Diponegoro (Undip) Wahyu Wi-
dodo mengatakan pemerintah 
tidak memiliki banyak pilihan 
menghadapi pandemi Covid-19 
ini, sehingga melebarkan defi sit 
menjadi satu-satunya opsi.

EFISIENSI
Menurutnya, pelebaran defi sit 

tidak bisa dihindari, dan kuncinya 
hanya satu yakni efektivitas dan 
efi siensi anggaran.

“Sumber pembiayaan program 
dari mana? Tidak lain adalah utang 
melelaui market, konsekuensi se-
bagai negara emerging economies. 
Ini yang menyebabkan rasio utang 
terus meningkat,” kata dia.

Sementara itu, prospek peneri-
maan pajak pada tahun ini diper-
kirakan tidak terlalu akseleratif, di 
mana target optimistis penerimaan 
pajak masih berkutat di bawah 
angka 10%.

Pengamat Pajak Center for In-
donesia Taxation Analysis (CITA) 
Fajry Akbar memprediksi bahwa 
pada tahun ini penerimaan pajak 
hanya akan tumbuh di kisaran 
2,6%—3%.

“Shortfall penerimaan pajak di 
kisaran Rp131 triliun dan realisasi 
89,34%,” kata dia. 

Proyeksi Rasio Utang RI
(% terhadap PDB)

Tahun IMF World Bank

2020 38,7 37,5

2021 43,1 43,0

Komposisi Utang Pemerintah
• Posisi utang pemerintah per Maret 

2021 di angka Rp6.445,07 triliun

• Rasio utang pemerintah terhadap 
PDB sebesar 41,64%

1. Surat Berharga Negara Rp5.583,16 triliun

 • Domestik Rp4.311,57 triliun

  - Surat Utang Negara 
  Rp3.510,47 triliun

  - Surat Berharga Syariah 
  Negara Rp801,10 triliun

 • Valas Rp1.271,59 triliun

  - Surat Utang Negara 
  Rp1.024,59 triliun

  - Surat Berharga Syariah 
  Negara Rp247,00 triliun

2. Pinjaman Rp861,91 triliun

 • Pinjaman Dalam Negeri 
 Rp12,52 triliun

 • Pinjaman Luar Negeri 
 Rp849,38 triliun

  - Bilateral Rp323,144 triliun

  - Multilateral Rp482,02 triliun

  - Commercial Banks
  Rp44,23 triliun

LEBIH TINGGI
Posisi rasio utang pemerintah per akhir Maret 2021 
telah mencapai 41,64% dari PDB. Capaian itu lebih 

tinggi dibandingkan dengan proyeksi Badan 
Kebijakan Fiskal di mana pada 2021 rasio utang 

terhadap PDB diperkirakan 41,05%.

Pemerintah pun perlu menerapkan strategi terjitu 
agar rasio utang terhadap PDB tetap dalam kendali 

dan di bawah batas aman yakni 60%.
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